
 

SALINAN 

 
 

 
 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
NOMOR   7   TAHUN   2022 

 
TENTANG 

 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 

 

Menimbang :   a. bahwa untuk menjaga konsistensi, kesinambungan 
pembangunan, serta kepastian hukum sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, perlu pengaturan 
mengenai sistem perencanaan pembangunan Daerah; 

b. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang 
menjadi kewenangan Daerah diperlukan suatu Sistem 
Pembangunan Daerah yang direncanakan secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap 
terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang 
aplikatif dan implementatif; 

c. bahwa dalam upaya mencapai hasil pembangunan Daerah 
yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan 

kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
secara efisien dan efektif, diperlukan adanya Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam 
Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan 

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung 

mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, 
akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan 
serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan 

termajinalkan.  

 

 



 

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing 

Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya.  

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan 
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun.  

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun.  

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau 
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.  

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.  

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati.  

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

17. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan 
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam 

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.  

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan.  

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  

20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

 

  



 

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, 

yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran 
dan tujuan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 
dan fungsi.  

22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan 
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

rangka mencapai hasil (outcome) suatu program program yang 
dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.  

23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/program/sasaran yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan sejumlah input dengan kuantitas dan kualitas yang 
terukur.  

24. Sasaran adalah target hasil yang diharapkan dari suatu program yang 
diharapkan dari suatu kegiatan.  

25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 

pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak. 

26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan 

kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan 
wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk 
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.  

27. Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang 

digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.  

 
Pasal 2 

 

(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan 
Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 
nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan 

inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. 

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap 
terhadap perubahan. 

 

Pasal 3 
 

(1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan asas: 

a. kepastian hukum;  

b. tertib penyelenggaraan negara; 
c. kepentingan umum; 
d. keterbukaan;  

e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas; dan 

g. akuntabilitas. 

 

 

 



 

(2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk: 

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 
ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah; 
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 
Pasal 4 

 
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup 
penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi 

semua bidang pembangunan di Daerah. 
 

BAB II 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Pasal 5 

 

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 
 

Pasal 6 

 
(1) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan 
lingkungan. 

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (2) 
memperhatikan percepatan pembangunan wilayah yang tertinggal. 

 

Pasal 7 
 

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan 
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. 

(2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai 
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. 

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen 
perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama 
dengan DPRD. 

(5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, 
Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, hingga Nasional. 

 



 

BAB III 
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 8 

 
(1) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas: 

a. RPJPD; 

b.  RPJMD;  
c.  RKPD. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok 
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang 
wilayah. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan 

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan 

RPJMN. 

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi 

Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan 
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis 
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

 

Pasal 9 
 

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a 

dan huruf b ditetapkan dengan Perda. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditetapkan 

dengan Perbup. 

(3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah 
RPJPD periode sebelumnya berakhir. 

(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah 
kepala daerah terpilih dilantik. 

(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
 

Pasal 10 

 
(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon 

Bupati. 

(2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

(3) RKPD menjadi pedoman Bupati dalam menyusun Kebijakan Umum APBD 
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

 
 



 

Pasal 11 
 

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan 
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. 

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan 
dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang 

ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah 
non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. 

 
Pasal 12 

 

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
ditetapkan dengan Perbup setelah RPJMD ditetapkan. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dirumuskan ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan 
sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat 
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator 
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 

Daerah. 

(4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

Bupati setelah RKPD ditetapkan. 

 
Pasal 13 

 

Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata 
cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara 
perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Bupati mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 14 

 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan 
Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan Daerah; 
b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah. 
 
 

 
 
 

 



 

BAB V 
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  

 
Pasal 15 

 
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah. 

(2) Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang 

dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi 
rencana pembangunan yang saling terhubung dan terintegrasi dengan 
berbasis elekronik. 

(3) Sistem Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: 

a. data perencanaan pembangunan Daerah; 
b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan 

c. informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(4) Sistem Informasi Pembangunan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan 

pembangunan daerah  

(5) Tata cara pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
BAB VI 

PEMBIAYAAN 

 
Pasal 16 

 
Pembiayaan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan Daerah 
bersumber dari APBD dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak 
mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 17 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2006 tentang  Tata Cara Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Tahun 2006 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Pasal 18 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga. 

 
 
Ditetapkan di Purbalingga  

pada tanggal 26 September 2022         

BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 

 
   DYAH HAYUNING PRATIWI 

 
Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 September 2022                

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

ttd 
 

 
HERNI SULASTI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 7 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 
TENGAH: (7-191/2022) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR    7   TAHUN   2022 

 
TENTANG 

 

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 

I. UMUM 

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses 
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 
daya yang ada, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 

dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Dengan berubahnya pengaturan tentang perencanaan 
Pembangunan Daerah yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja, dan adanya ketentuan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang  Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 

maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 
Tahun 2006 tentang  Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

Merespon atas dinamika tersebut maka Pemerintah Daerah 
menyusun Peraturan Daerah terkait Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah. Upaya penyusunan ditekankan pada beberapa aspek penting 
diantaranya terbentuknya kebijakan daerah yang sinergi antar atau 

dengan yang lain dalam membuat regulasi yang dapat menjamin 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan 
Daerah. 

. 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 
Cukup jelas.  

Pasal 2 

Cukup jelas.  

Pasal 3 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan Asas “kepastian hukum” yaitu asas 
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 
dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 

 

 
 

 



 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan Asas “tertib penyelenggaraan negara” 

yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, 
dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

Negara. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan Asas “kepentingan umum” yaitu asas 

yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 
aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan Asas “keterbukaan” yaitu asas yang 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

Negara. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan Asas “proporsionalitas” yaitu asas 
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban Penyelenggara Negara. 

Huruf f 
Yang dimaksud dengan Asas “profesionalitas” yaitu asas yang 
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 
kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “teknokratik” adalah Penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah dengan 

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah 
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 
Daerah.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan  

 

 

 

 



 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “politis” adalah Penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah dengan 

menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih 
kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “atas-bawah dan bawah-atas” 
adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 

musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai 
dari Desa, Kecamatan, Daerah, Daerah Provinsi, hingga 
nasional.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “transparan’ adalah membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 
tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan 

tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “responsif” adalah dapat 

mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan 
perubahan yang terjadi di Daerah.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian 
keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah 
atau masukan terendah dengan keluaran (output) 
maksimal.  

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan 

mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, 
melalui cara atau proses yang paling optimal.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap 

kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan 
Daerah harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada 

masyarakat.  

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah hak 
masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan 

perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif 
terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, 
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi 

aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses 
dalam pengambilan kebijakan.  

 

 



 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan 
target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara 

untuk mencapainya.  

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “berkeadilan adalah prinsip 

keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender 
dan usia.  

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah 

untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa 
harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam 
mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber 

daya manusia.  

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah 

pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan 
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, 
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan dengan memperhatikan potensi dampak 
pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam 
dan sumber daya manusia.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa data 
dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan 

maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam 
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak 

dicapai dan tidak kaku. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas.  

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 



 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan Kebijakan Umum APBD adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

Yang dimaksud dengan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk 

setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Pasal 11 
Cukup jelas.  

Pasal 12 
Cukup jelas.  

Pasal 13 

Cukup jelas.  

Pasal 14 

Cukup jelas.  

Pasal 15 
Cukup jelas.  

Pasal 16 
Cukup jelas.  

Pasal 17 

Cukup jelas.  

Pasal 18 

Cukup jelas.  
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